KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

NOMOR : 188/ /21.2001/11/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK

DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

a. bahwa anak merupakan generasi penerus

bangsa yang memiliki potensi besar bagi
kemajuan pembangunan nasional, untuk itu
perlindungan dan pemenuhan hak-haknya
perlu dijamin, agar dapat hidup, tumbuh dan
berkembang  serta  berpartisipasi = demi
kepentingan terbaik bagi anak, maka
untuk mencapai tujuan  tersebut
dilaksanakan melalui Pengarusutamaan Hak
Anak (PUHA);

bahwa dalam rangka pelaksanaan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) perlu
dikembangkan kebijakan, program dan
kegiatan pengembangan yang responsif Hak
Anak dengan mengembangkan Kabupaten /
Kota Layak Anak, Kecamatan Ramah Anak,
Desa Ramah Anak;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut
pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan
pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak
lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu



menetapkan Gugus Tugas Desa / Kelurahan

Layak Anak dalam Pengembangan Kabupaten

Layak Anak (KLA) dengan Keputusan Kepala

Desa.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1979);

2. Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

3. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606);

4. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153);

5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2004);



10.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraaan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan
Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap
Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundangundangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik



17.

18.

19.

20.

21.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 168);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan  Anak
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak
Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 169);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan  Anak
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan  Perlindungan  Anak
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang Panduan Evaluasi Kabupaten /
Kota Layak Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
Nomor 16);



MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2019 Nomor 5);

23. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor
:188 /96 / KEP / 412.013 / 2017 tentang
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kabupaten Bojonegoro;

24. Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 2
Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional
Anti  Kejahatan  Seksual Anak di
Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten

Bojonegoro

MEMUTUSKAN :

Gugus Tugas Desa Layak Anak (DEKELA) di Desa

Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten

Bojonegoro dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta

merupakan  bagian  tidak = terpisahkan = dari

Keputusan;

Gugus Tugas Desa Layak Anak di Desa

Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten

Bojonegoro sebagaimana dimaksud diktum KESATU

mempunyai tugas :

a. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak
untuk 5 (lima) tahun;

b. Menentukan sasaran dan prioritas program dalam
mewujudkan Desa Layak Anak yang sesuaikan

dengan potensi desa meliputi masalah utama,



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

kebutuhan dan sumber daya;

c. Menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa
Layak Anak;

d. Menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas Desa
Layak Anak;

e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
pengembangan Desa Layak Anak;

f. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi
informasi dan edukasi Desa Layak Anak;

g. Mengumpulkan data dasar;

h. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber
dari data dasar;

i. Melakukan pertemuan secara periodik;

j- Bertanggungjawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum

KESATU dibantu oleh Sekretariat Desa Layak Anak

yang ditunjuk oleh Pembina

Sekretariat Gugus Tugas Desa Layak Anak di Desa

Kedungsumber Kecamatan Temayang sebagaimana

diktum KETIGA mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan
kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan
dan pemenuhan hak anak;

b. Memberikan dukungan administrasi dan teknis
kepada forum

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Gugus Tugas

Desa Layak Anak dan Sekretariat Gugus Tugas Desa

Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa dan sumber lain yang tidak

mengikat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh



Ketua Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa

Kedungsumber Kecamatan Temayang

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di :  Kedungsumber
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Tembusan : Ir. KARDI

Disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala DP3AKB Kab. Bojonegoro
2. Camat Temayang Kab. Bojonegoro



Lampiran I : KEPALA DESA KEDUNGSUMBER
KEC. TEMAYANG KAB. BOOONEGORO

Nomor : 188/

/21.2001/11/2020

Tanggal : 03 Februari 2020

GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN TEMAYANG

NO.| KEPENGURUSAN JABATAN DALAM DINAS / UNSUR
DALAM GUGUS
TUGAS
1. | Pembina a. Ir. KARDI (Kepala Desa)
b. Masduq Ali Nurdin (Babinsa)
c. Agus Setiawan (Babinkamtibmas)
2. | Ketua e Ria Fitriani e Koordinator
(Sekdes) penanggung jawab
e Masduq Ali e Koordinator
Nurdin penanggung jawab
(Babinsa) tercapainya tujuan
e Agus Kabupaten Layak Anak
Setiawan e Mengkoordinasikan
(Babinkamtib | perencanaan kebijakan,
mas) penganggran dan|

kegiatan program yang
terkait
Pengarusutamaan Hak
Anak dari masing-
masing Desa

e Mengkoordinasikan
program-program yang
terkait
Pengarusutamaan Hak
Anak yang
pendanaannya
bersumber dari dunia
usaha

e Melakukan pembinaan
dan fasilitasi dalam
proses perencanaan
dan penganggaran




program, kebijakan

dan kegiatan
pembangunan anak
termasuk pelibatan

peran anak
Fasilitasi pembentukan
Forum Anak

a. Sekretaris
b. Wakil Sekretaris

e Lulu’atul Fuat
¢ Winarno

Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kebijakan, program
dan kegiatan
pembangunan anak
yang terkait dengan
Kabupaten Layak Anak

(KLA) keseluruh
lembaga dan
organisasi yang

berhubungan dengan
anak

Melaksanakan  tugas
tugas kesekretariatan

Menyediakan data
anak terpilih dan
informasi tentang

pemenuhan hak anak.
Memastikan Program,

kebijakan tertuang
dalam dokumen
Perencanaan
Memastikan
tersedianya alokasi

anggaran yang peduli
anak

Mendorong
keterlibatan Dunia
Usaha dalam wupaya
pemenuhan hak anak
melalui 3 unsur yaitu
kebijakan, produk dan
CSR

KLASTER I
Hak Sipil dan

Mengkoordinasikan
perencanaan




Kebebasan
e Koordinator
e Anggota

Muntiana
Sulasmi

Ilin Mutmainah
Sulimah

kebijakan, dan
kegiatan program
yang terkait dengan
anak
Mengkoordinasikan
program-program
anak yang
pendanaannya
bersumber dari dunia
usaha

Melakukan
pembinaan kegiatan
pembangunan  anak
termasuk pelibatan
peran anak
Melakukan
pencatatan terhadap
kelahiran

Melakukan KIE agar
masyarakat mau
mengurus akte
kelahiran

Menyusun SOP
Informasi Layak Anak
Menyusun SOP
pelibatan anak dalam
perencanaan
pembangunan
Mengembangkan
gerakan anak sebagai
pelapor dan pelopor

KLASTER II
Hak Lingkungan
Keluarga dan
Pengasuhan
Alternatif

e Koordinator

e Anggota

e Minarti
e Elly Hariani
¢ Murwati

Advokasi dan KIE
pencegahan
pernikahan anak
Pendataan Lembaga
konsultasi bagi orang
tua/keluarga tentang
pengasuhan dan
perawatan anak




e Jrawati

Pendataan lembaga
kesejahteraan sosial
anak

Data Keluarga miskin
yang memperoleh
askes peningkatan
kesejahteraan
Memastikan anak
tetap dalam kondisi
sejahtera  meskipun
orang tuanya tidak
mampu

Memastikan anak
yang diasingkan dari
lingkungan keluarga
mendapat
pengasuhan alternatif
atas tanggungan
negara

Memastikan anak-
anak yang berada di
Lembaga
Kesejahteraan Sosial
anak (LKSA / panti)
terpenuhi hak
tumbuh kembangnya
dan mendapatkan
perlindungan
Memastikan
pengangkatan/adopsi
anak dijalankan
sesuai dengan
peraturan, dipantau
dan dievaluasi
tumbuh kembangnya
agar kepentingan
terbaik anak tetap
terpenuhi
Identifikasi Ruang
Bermain Anak yang
ada di wilayah
setempat




KLASTER III Penyediaan data
Hak Kesehatan untuk angka
Dasar dan kematian bayi,
Kesejahteraan kekurangan gizi dan
e Koordinator e Nurul Hidayati data lain yang
e Anggota e Nina Birat P menyangkut tentang
e Yunani anak
Memfasilitasi dan
memantau rumah
tangga dengan
lingkungan hidup
bersih
Menyediakan data
Prevalensi
Kekurangan Gizi pada
Balita
Data imunisasi dasar
lengkap
Data lembaga yang
memberikan layanan
kesehatan reproduksi
dan mental
Data anak dari
keluarga miskin yang
memperoleh akses
peningkatan
kesejahteraan
Data persentase
rumah tangga dengan
akses air bersih
Terjadinya kawasan
tanpa rokok
Akses layanan publik
yang menjamin
kesehatan dan
kesejahteraann kaum
Disabillitas dan
Dhuafa
KLASTER IV Menyediakan data

Hak Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu
Luang, dan

pendidikan anak
Memfasilitasi sekolah
ramah anak




Kegiatan Seni e Program fasilitasi

Budaya e Harlis Setyowati kepentingan anak ke
¢ Koordinator e Leni Istigomah dan dari sekolah
e Anggota e Sujartini e Program fasilitasi

Kegiatan kreatif anak
yang dapat diakses
semua anak

KLASTER V e Pendataan anak yang
Hak Perlindungan memerlukan
Khusus perlindungan khusus
e Koordinator e Adi Saputro yang memperoleh
e Anggota e Laruliati pelayanan
e Srini e Pendataan kasus
anak berhadapan

dengan hukum (ABH)

e Adanya  Mekanisme
Penanggulangan
bencana yang
memperhatikan
kepentingan anak

e Pendataan anak yang
dibebaskan dari
bentuk pekerjaan
terburuk anak

KEPALA DESA KEDUNGSUMBER

Ir. KARDI





